
 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR: 188.44/   446.a     /BKPSDM/2018 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM BENTUK  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEEMPAT BELAS  

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  

TAHUN ANGGARAN 2018 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya 
dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, Anggota 
Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah Daerah 
dapat memberikan tunjangan hari raya kepada Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah masing-
masing;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Bentuk 
Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4400); 

 

 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,   Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 
2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 
Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan 
Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6208); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
679); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Nomor 57); 

 

 

 



12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 

03 Seri A); 

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 05 Seri 
E); 

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 
25 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2018 (Berita Daerah  Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A); 
 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya dalam Bentuk Tambahan 

Penghasilan Pegawai Keempat Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun Anggaran 2018. 
 

KEDUA : Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 
Anggaran 2018. 

 
KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 5 Juni 2018 

 
GUBERNUR  

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto. 
 

ERZALDI ROSMAN 
 
 
Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; 

2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 


